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ABSTRAK

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang
di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut
dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling
tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Tahun 2007 pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang
yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat
sipil maupun militer. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan
Militer merupakan landasan hukum acara pada peradilan umum dan militer.
selanjutnya untuk membandingkan sistem peradilan umum dan peradilan militer
perlu diadakan sebuah penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari
penilitian ini meliputi: Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik
Penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil, dan Bagaimanakah
perbedaan Putusan Hukum Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan
oleh Warga Sipil dan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk.
dan Nomor: 07-K/PM-11-11/AU/2013).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak
sgja mempelgari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang
sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang
disgjikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observas dan
dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian
dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa
data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan
menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kudlitatif yang telah
disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri
Y ogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Y k. dan Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta
Nomor: 07-K/PM-I1-11/AU/2013) terhadap Tindak Pidana Penipuan memiliki
perbedaan pada vonis yang diberikan terhadap pelaku dengan masing-masing melihat
Pasal 378 KUHP pada Pengadilan Negeri Y ogyakarta, dan Pasal 378 Juncto Pasal 55
Ke-1 KUHP pada Pengadilan Militer 11-11 Yogyakrata. Selanjutnya hukum acara
pidana berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Disis lain, Peradilan Militer juga berlandaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 dengan mengatur hal-ha yang lebih khusus pada peradilan militer. Selanjutnya
Majelis Hakim pada Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dalam putusannya tidak
memperhatikan pertimbangan sosiologis yang ada. Sehingga Asas persamaan dimata
hukum (Equality Before The Law) harus ikut diperhatikan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

K ejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai
sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, dapat ditangkap berbagai
komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang
lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan
hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya,
peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah
memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan
kegiatan kejahatannya.*

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan.
Penipuan bisa terlaksana, cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi
yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melaui
serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak
pidana penipuan, bahkan telah berevolus secara apik dengan berbagai macam
bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas

dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu

! Bambang Purnomo, Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, (Y ogyakarta: Liberty,
1993), him. 209.



selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat
seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut
manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan
akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.? Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan
kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun
militer yang juga di atur dalam Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang
Peradilan Militer. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan
terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup
dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan
juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga
yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti Kepolisian atau Polisi
Militer, Kegjaksaan atau Oditur Militer dan Pengadilan.

Pada Tanggal 18 Oktober 2013 telah diputus perkara oleh Hakim Pengadilan
Militer 11-11 Yogyakarta dalam perkara atas nama terdakwa Rumawan, seorang
anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari Angkatan Udara dan berdinas aktif di
Lanud Adisucipto. Dalam perkara tersebut Terdakwa Rumawan terbukti telah
melakukan penipuan kepada 9 (sembilan) orang dalam rentang waktu berlainan.

Kerugian yang diderita korban bervariasi hingga mencapai jumlah Rp. 937.000.000,-

2 “Tindak Pidana terhadap Penipuan dan Penghancuran,” (http://www.qolbu27.blogspot.com/),
diakses 4 Oktober 2013 Pukul 21:00 WIB.



(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) totalnya. Pelaku dalam melakukan
tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara memperdaya korban dengan janji
memberikan pekerjaan yang bervariasi jenisnya pula. Pelaku menjanjikan korban
bisa diterima menjadi Anggota TNI, Pegawa Negeri Sipil (PNS), dan Karyawan
Bandara Adisucipto dengan menyerahkan segjumlah uang yang diketahui pelaku
bahwa masuk menjadi Anggota TNI, Pegawa Negeri Sipil (PNS), maupun
Karyawan Bandara Adisucipto tidak dipungut biaya sama sekali. Ternyata terungkap
di pengadilan bahwa pelaku tidak pernah mengurus semua orang yang minta tolong
tersebut karena pelaku hanya berspekulasi sgja, selain itu pelaku memang
membutuhkan uang untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit, dan juga
untuk berfoya-foya. Sehingga setiap menerima uang dari para Saks digunakan untuk
keperluan pribadinya. Hakim menyatakan pelaku bernama Rumawan (Serma Nrp.
518043), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Secara bersama-sama melakukan penipuan dengan pidana pokok penjara selama 1
(satu) tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.?

Dari putusan hakim tersebut penulis merasa kurang seimbang apabila melihat
dari kerugian para korban, terungkap di persidangan bahwa pelaku tidak
mengembalikan uang korban secara utuh dan sangat jauh dari jumlah ganti rugi
tersebut. Apalagi korban mendapat uang tersebut kebanyakan dari mengambil

pinjaman di bank dengan cara menggadaikan sertifikat rumah. Bahkan kebanyakan

% Putusan Hakim Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta Nomor Putusan: 07-K/PM-11-11/AU/2013



korban sampai sekarang masih mengangsur pinjaman ke bank setiap bulan dengan
sangat menderita® Ini berbanding terbalik dengan salah satu Putusan Pengadilan
Negeri Y ogyakarta terhadap Putusan perkaratindak pidana penipuan yang dilakukan
oleh warga sipil yang mendapat hukuman maksimal yaitu 1 (Satu) Tahun 6 (Enam)
Bulan penjara. Dari segi jumlah nilai uang tindak pidana penipuan, dan orang yang
ditipu lebih banyak jumlahnya oleh pelaku Oknum militer di atas. Walaupun dalam
hukum pidana dikenal dengan Azas Nebis in Idem tetapi putusan hukum seharusnya
juga melihat pada azas keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Y ogyakarta Nomor
Putusan 72/Pid.B/2013/PN.Yk. pada perkara tindak pidana penipuan atas nama
terdakwa Muhamad Zaenuri Alias JE memiliki kesamaan modus, yaitu terdakwa
sama-sama menjanjikan korbannya mendapatkan pekerjasan yang diidamkan.
Terdakwa Muhamad Zaenuri Alias JE menjanjikan korbannya bisa memasukan
kerja pada Bank BRI dengan membayar biaya sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh
lima juta rupiah).” Sedangkan Terdakwa Rumawan dalam putusan Peradilan Militer
[1-11 Yogyakarta telah melakukan Penipuan dengan total kerugian sebesar Rp.
937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan bisa
memasukan kerja pada berbagai profesi yang di idamkan korban pula.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah Warga

Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan

* Ibid.,

> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Y ogyakarta Nomor Perkara: 71/Pid.B/2013/PN. Yk.



dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas
keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.® Dalam hal kedudukannya di
depan hukum, Tentara Nasional Indonesia mempunya kedudukan yang sama
dengan warga Negara lainnya, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum
yang berlaku baik hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana, dan hukum
acara pidana. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia dalam pengaturan hukum
pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan
Hukum hukum tersendiri. Dengan demikian anggota Tentara Nasional Indonesia
sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer
yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, putusan-
putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan
kehidupan masyarakat militer. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer
diatur mengenai hukum pidana militer yang dalam pengertiannya adalah:’
"Bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer.
yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-
tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya
diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamana pelanggarnya
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara

penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya
keadilan dan ketertiban hukum”

® Buku Saku Prajurit Psl.21, (Mabes TNI Badan Pembina Hukum Edisi Maret 2006).

" EY. Kanter, dan SR. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta: Alumni
AHMPTHM, 1981), him. 308.



Dari uraian di atas Penulis merasa perlu untuk meneliti Delik Penipuan yang
dilakukan oleh Oknum TNI dan warga sipil yang diputus secara terpisah namun
modus yang dilakukan keduanya memiliki kesamaan dengan melihat putusan yang
ada didasarkan pada Hukum Pidana Pokok (Materiel) dan Acara (Formil) baik itu

secara Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.

B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka Penyusun membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan
oleh anggota TNI dan warga sipil ?
2. Bagaimanakah perbedaan putusan hukum hakim terhadap perkara delik penipuan
yang dilakukan oleh warga sipil dan anggota TNI dalam putusan Nomor:

72/Pid.B/2013/PN.Y k. dan Nomor: 07-K/PM-11-11/AU/2013) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a Tujuan Objektif
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap Delik
Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan Putusan Hakim terhadap Perkara

Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil Studi



atas Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Nomor: 07-K/PM-II-
11/AU/2013).
b. Tujuan Subjektif
1. Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam
menyusun skripsi ini, sebagal syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dengan

harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

2. Kegunaan Penelitian
a Secara Teoretik
Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana Delik
Penipuan terhadap Hakim Pengadilan Militer 11 Yogyakarta, = Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengembangan ilmu pengetahuan pada
umumnya, serta pada [lmu Hukum khususnya.
b. Secara Praktis
Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian

selanjutnya.

D. Telaah Pustaka



Sgjauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada
karya yang memfokuskan penelitian tentang Analisis Komparatif terhadap Putusan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer terhadap Tindak Pidana Penipuan.
Beberapa judul karyailmiah tersebut adalah:

Skripsi Kiky Wahyuni yang berjudul: Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan
(Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks). yang menjadi pokok
permasal ahan dari penelitian ini ialah bagaimanakah penerapan oleh Jaksa Penuntut
Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks
serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik
penipuan pada putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks. hasil dari penelitan ini
mengacu pada penelitian lapangan (Field Research). Walaupun obyek yang diteliti
memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu delik penipuan. Namun subyek yang
diteliti berbeda jenis, yaitu penelitian ini berdasarkan hukum pidana murni sgja.
sedangkan penyusun juga mengacu kepada hukum pidana militer.?

Skripsi Ninuk Herlina yang berjudul: Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Sistem
Pemidanaan Pada Peradilan Militer. Hasil penelitian membahas sistem

pemidanaan pada peradilan militer yang dikaji secara kepustakaan berdasar pada

8 Kiky Wahyuni, Tinjauan Yuridis tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No:
556/Pid.B/2012/PN.Mks., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013.



hukum acara militer, dengan menggali is Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Penelitian ini berorientasi pada penelitian kepustakaan.®

Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, dengan judul: Tinjauan Yuridis terhadap Tindak
Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks. menguraikan
tentang permasalahan yang mendasar terhadap tindak pidana penipuan yang dikaji
oleh Penulis menggunakan hukum positif atau kajian yuridis. Penulis mengarah
kepada satu kasus hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Makasar. Adapun hasil
dari penelitian ini antaralain yaitu dalam Putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mksr
yang menyatakan Onslag Van Alle Rechtsvervolging, Majelis Hakim kurang cermat
dalam menggunakan pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis. Dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak memperhatikan secara
jelas unsur-unsur tindak pidana penipuan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan
unsur dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang memang sangat jelas
dalam kasus ini terjadi rangkaian kebohongan, namun kata bohong tersebut tidak
cukup dapat dibuktikan sebagai alat penggerak penipuan.’®

Skrisi Icke Dina Putri K. Sitepu, dengan judul: Proses Penyelesaian Perkara
Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan) menguraikan

tentang Peradilan Militer secara tiga bagian, yaitu pertama menguraikan tentang

® Ninuk Herlina, Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer terhadap Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Narotama Surabaya 2010.

0 Nur Ikhsan Fiandy, Tinjauan Y uridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan
Nomor: 337/Pid.B/2011/PN. Mksr., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.
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peralihan pengadilan militer secara organisasi, administrasi, dan finasia ke
Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapi akan
perubahan tersebut. Kedua, menguraikan tentang proses penyelesaian tindak pidana
militer, yang khususnya peradilan militer 1-02 Medan. Menguraikan beberapa hal
mulai dari penyidikan, penahanan, persidangan dan putusan. Ketiga, bagian ini akan
menguraikan sebuah kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi 1-02 Medan
beserta analisanya.'*

Dari uraian di atas penyusun melihat belum ada penelitian tentang analisis
komparatif terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan militer yang dibahas
secara khusus dalam perkara tindak pidana penipuan. penyusun juga melihat
subyek dan obyek yang fokus dalam karya yang akan penyusun teliti yaitu studi
putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-11-11/AU/2013 lebih

spesifik pembahasannya.

. Kerangka Teoretik
1. Teori Hukum Pidana
Istilah “peristiwa pidana’ atau “tindak pidana’ adalah sebagai terjemahan
dari istilah bahasa belanda “Strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat,

waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

" |cke Dina Putri K. Sitepu, Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada
Pengadilan Militer Medan) Skripsi fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatra Utara 2007.
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pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan
yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).*?

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dikemukakan oleh Tongat,™ sebagai
berikut: Pertama, Unsur menggerakkan orang lain melalui tindakan tindakan-
tindakan (bailk berupa perbuatan-perbuatan mupun perkataan-perkataan yang
bersifat menipu). Yang kedua, Unsur menyerahkan suatu benda (Menyerahkan
suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang
tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat
dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang
menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti
unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya
yang dilakukan oleh s penipu). Yang ketiga, unsur memakai nama palsu,
Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai
nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang
harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Keempat, unsur
memakal martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan
dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban
percaya kepadanya, berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang
atau memberi hutang atau menghapus piutang. Kelima, unsur memakai tipu

muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian

2 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), him.56.

" Moedljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), him 72.
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kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga
perbuatan tersebut menimbulkan keprcayaan terhadap orang lain. Sedangkan
rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang
bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang
dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka
seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di
dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut
dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis.
Pertama, Tindak Pidana Militer Murni (zuiver militaire delict) yang diartikan
sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena
sifatnya khusus untuk militer, contohnya Tindak Pidana Desers (Pasal 87
KUHPM), dan tindak pidana Insubordinasi Pasal 105-109 KUHPM.* Kedua,
tindak pidana campuran (germengde militaire delict) yaitu suatu perbuatan yang
dilarang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain,
sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu
dilakukan oleh seorang militer. Oleh karenaitu diatur lagi dalam KUHPM disertai

ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas

¥ Bab 111, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer
(KUHPM), Tentang kejahatan-K gjahatan militer.
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militer, contohnya: pencurian perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM), dan
penadahan militer (Pasal 145-146 KUHPM)."

Selanjutnya mengenai hukum acara pidana dalam penelitian ini mengacu
kepada dua acuan. Pertama, hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kedua, hukum acara pidana menurut
KUHAP Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997. HAPMIL merupakan hukum pidana khusus, jadi tidak perlu mengatur hal-

hal yang sudah diatur oleh hukum acara pidana umum.*®

. Teori Penegakan Hukum

Mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo berpendapat, bahwa
walaupun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan
ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Manakala
ancaman terus menerus diadakan secara forma yang lazimnya menjadi bentuk
sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif. '’ Bekerjanya fungsi hukum
sebagai pengendali sosial (social control) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil

konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola

27

> Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju 2006), him.

1 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), him. 25.

7 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan

Hukum Pidana, (Y ogyakarta; Liberty, 1993), him. 88.
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kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai
pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosia (the operational
sosiology of law) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat yang maju
dan kebutuhan hidupnya yang semakin komplek, maka fungsi hukum dari aspek
operasionalnya menjadi sarana (instruments) untuk mengarahkan pengaturan
masyarakat (social engeneering) atau tata hidup bermasyarakat (social
technology. Ketertiban social juga tidak akan sempurna tanpa adanya penegakan

keadilan bgai seluruh warga negara.™®

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah,
maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesual
dengan masalah yang akan dikgji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam

metode penelitian ini antaralain:

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu
data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh
langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-

peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen

18 |bid, him. 91.
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resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.’® Adapun yang
menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di
Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Segjumlah data atau fakta didapat langsung dari Pengadilan Militer 11-11
Y ogyakarta secara khusus dalam perkara Nomor: 07-K/PM-I1-11/AU/2013.,
dan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara khusus dalam perkara Nomor:
72/Pid.B/2013/PN.Yk.
b. Data Sekunder
Berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-undangan
( KUHP, KUHAP, KUHPM dan HAPMIL ) dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan obyek penelitianini.
c. DataTersier
Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, dan sumber-sumber

yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

19 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 11-12.
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian
Library Research dan di bantu field research, dengan menggunakan jenis
penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya
mengenai delik penipuan dalam KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana
penipuan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil di Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Yogyakarta. Secara spesifik penulis
melakukan penelitian dalam Nomor Perkara: 72/Pid.B/2013/PN.Y k. dan Nomor

perkara: 07-K/PM-11-11/AU/2013.

3. Teknik Pengumpulan Data
a Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak
diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk
wawancara terbuka, yaitu responden digjukan pertanyaan-pertayaan
sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan
keterangan. Adapun para pihak yang diwawancara meliputi: Hakim
Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta

dan para pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
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b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelgjari, dan
mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan

pustaka.

4. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan
penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa

data yang terkumpul.

5. Pendekatan Penelitian

M etode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan
perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang
ada mengenal delik penipuan dalam KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana
penipuan oleh anggota TNI dan Warga Sipil di Pengadilan Militer 11-11
Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Secara spesifik penulis
melakukan penelitian dalam Nomor Perkara: 72/Pid.B/2013/PN.Y k. dan Nomor

perkara: 07-K/PM-11-11/AU/2013.
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6. Analisis Data

Andisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa,
mempelgjari, membandingkan dan membuat interpretas yang diperlukan.
Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif
berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti
dan dipelgari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data

sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar
sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori,
metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan menurut
KUHP yang meliputi pengertian tindak pidanaitu sendiri dan delik penipuan secara
Khusus.

Bab ketiga, berupa pembahasan tentang hukum pidana yang meliputi: Hukum

pidana umum, dan hukum pidana militer secara sistematis.
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Bab keempat, beris analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan
kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab
permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu penerapan hukum pidana
terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil serta
perbedaan Putusan Hakim terhadap pekara delik penipuan yang dilakukan oleh
Anggota TNI dan Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan
Nomor: 07-K/PM-I1-11/AU/2013). Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian
yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang

merupakan jawaban dari masalah yang digjukan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis
yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikutt:

1. Penergpan Hukum Pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan oleh
anggota TNI dan warga sipil baik di Pengadilan Negeri Y ogyakarta maupun
Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta dari segi hukum acara pidana memiliki
acuan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana secara umum. Kemudian perbedaan terjadi pada Pengadilan Militer 11-
11 Yogyakarta yang juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Adapun penerapan hukum pidana tindak
pidana penipuan atas putusan Pengadilan Negeri  Yogyakarta
Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. atas hama Terdakwa Mohamad Zaenuri dijerat
dengan Pasal 378 KUHP dengan pidana pokok 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
penjara. Sedangkan Putusan Hakim pada Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta
Nomor: 07-K/PM-11-11/AU/2013) terhadap perkara tindak pidana atas nama
terdakwa Serma. Rumawan dijerat dengan Pasal 378 Juncto Pasal 55 ayat (1)

Ke-l KUHP dengan pidana pokok 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat

113



114

dari kesatuan TNI. Penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan dari segi
hukum pidana materil dalam putusan Pengadilan Negeri Y ogyakarta Nomor:
104/Pid.B/2013/PN.Y k. dan Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta Nomor: 07-
K/PM-11-11/AU/2013) didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan merupakan
bukan tindak pidana khusus dan diatur jelas pada Pasal 378 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. Selanjutnya berdasarkan Unsur-unsur  yang
terkandung dalam tindak pidana penipuan tersebut, telah sesuai bila Mgelis
Hakim menjerat dengan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 378 Juncto Pasal 55
ayat (1) Ke-1 KUHP,

. Perbedaan Putusan Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan
oleh Warga Sipil dan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor:
72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-I1-11/AU/2013) antara lain
mengenai kewenangan pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan oleh
Kegjaksaan Negeri Y ogyakarta pada Pengadilan Negeri Y ogyakarta. Sedangkan
pada Pengadilan Militer [1-11 Yogyakarta melalui Oditurat Militer 11-11
Yogyakarta. Kemudian penyerahan perkara ke pengadilan dalam KUHAP,
Jaksa di lingkungan peradilan umum mempunyal wewenang untuk
menyerahkan perkara ke pengadilan serta menutup perkara demi hukum.
Sedangkan Oditur Militer (jaksa pada peradilan militer) pada Pengadilan
Militer tidak berwenang untuk menyerahkan perkara secara langsung suatu

perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Atasan yang Berhak
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Menghukum (ANKUM). Selanjutnya dalam peradilan umum setiap tersangka
atau pelaku diperlakukan sama daam hal pemeriksaan di Persidangan.
Sedangkan pada Peradilan Militer diatur berdasarkan pada kepangkatan.
Selanjutnya Majelis Hakim melihat kepada pertimbangan yuridis, sosiologis
dan subyektif. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta
dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan tidak memperhatikan
kerugian materil yang diderita oleh para korban mencapai total Rp.
937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Bahkan beberapa korban
yang ditipu oleh Terdakwa Serma. Rumawan mendapat uang dari hasil
meminjam di Bank dan masih mengangsur pinjamannya hingga sekarang

dengan sangat menderita.

B. Saran
Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempuya Saran-saran
konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok
masal ah yang ada, antaralain sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian hukum atas putusan-putusan hakim secara meyeluruh baik
pada perkara yang pelakunya oknum sipil maupun oknum militer oleh Hakim-
hakim. Sehingga rasa keadilan dapat dirasakan semua pihak.

2. Perlunya Pembinaan terhadap masyarakat sipil maupun militer untuk
mengedepankan hukum publik oleh pemerintah melalui organisas TNI di

lingkungan TNI dan organisasi lainya.
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3. Perlu diadakannya pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan
azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum (equality
before the law). Sehingga menjamin seluruh warga Negara Indonesia terhadap
kedudukannya dimata hukum bak itu menyangkut masalah perkaranya

(materil) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).
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Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi
mahasiswa kami:

No Nama NIM JURUSAN /PRODI

1 Faza Nur Saifullah 09340099 Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis [lmiyah (Skripsi) yang
berjudul *Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer
dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta Nomor:
07-K/PM-II-11/AU/2013)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : %quqk‘b\]afsc}ﬂﬂrQH
Posisi/Jabatan : .... KA &4 .. DM,

Alamat : ?] ..... [R&D@tfﬂd'ﬁmurﬁmyufq?aﬂ b"z”'{'“"-' :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
menyususn skripsi dengan judul:

“Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam
Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Nomor:
07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”

Oleh saudara:
Nama : Faza Nur Saifullah
NIM : 09340099
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Universitas  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini Saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

2012}




SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini
Nama . Cusarta Sswu \&a b caeress, ht_'-: Mo

Posisi/Jabatan : ... et eeerereseressessssrens
Alamat . S [0t s Tlom e, Yogye kata .

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna
menyususn skripsi dengan judul:

“Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam
Tindak Pidana Penipuan  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Nomor:
07-K/Pm-1i-11/Auw/2013)”

Oleh saudara:
Nama : Faza Nur Saifullah
NIM : 09340099
Jurusan . llmu Hukum
Fakultas . Syari'ah dan Hukum

Universitas  : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini Saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta. /4 ﬂgf’?&‘q .. 20 1%

Pihak yvang diwawancarai

Susata ASae =y ol 5.



Dasar

Mengingat

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden
Waktu

Lampiran

Dengan Ketentuan

T O3RM113043 Somps)
: Proposal dan Daftar Pertanyaan
: 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos ; 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL ; upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan jogjakota.qo.id

__ SURATEZIN
NOMOR - 070/3192
7531/34

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/8098/V/11/2013 Tanggal :25/11/2013

: 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta:

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

© Nama - FAZA NUR SAIFULLAH NO MHS / NIM 09340099
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab @ Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
Keperluan © Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS
KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN
PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :
72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer I-11 Yogyakarta
MNomor : 07-K/IPM-II-11/AU/2013)
. Kota Yogyakarta

JBID2I0DYS

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

anda tangan

NUR SAIFULLAH

Tembusan Kepada :

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di - Yogyakarta
_pada Tanggal :“°~ =7 -

f,;:x'éﬁ'?ffip"‘."&epala Dinas Perizinan
"G S\ Sekretari

.

A




.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070/Reg/V/ 8098 [/ 11 /2013

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor  : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2319
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tanggal : 20 November 2013 Perihal  : Izin Penelitian
Mengingat * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan di Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan'Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan
Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

\

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkaijian/studi lapangan kepada:

Nama - FAZA NUR SAIFULLAH : NIP/NIM : 09340099
Alamat . Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul . ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK

PIDANA PENIPUAN (STUDI Putusan Pengadilan Negeri Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk dan
Pengadilan Militer 1I-11 Yogyakarta Nomor: 07-KIPM-II-11/AU12013)

Lokasi . Kota ngyakarta

Waktu : 25 November 2013 s/d 25 Februari 2014

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah
Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud:;

2. Menyerahkan softcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi
Pembangunan Setda DIY dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (upload ) melalui website :
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan nas

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilfiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah
mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.jogjaprov.go.id;
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenunhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 November 2013

An. Sekretaris Daerah

Tembusan:
1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2 Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
3 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan

4 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5 Yang bersangkutan '




Yth: Y ogyakarta, 18 Oktober 2013
Dekan Fakultas Syari’ ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu’ alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ismanda
NIM : 09340032
Prodi > llmu Hukum
Semester - IX (Sembilan)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi saya yang
berjudul: “Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota
120 % ditinjau dalam perspekstif per-Undang-undangan”.

Oleh karenaitu sayaingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada : Gubernur Provinsi Aceh

Cq : Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Aceh

Di Banda Aceh

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.
Wassalamu’ alaikum Wr.Wh.

Hormat Saya

Ismanda
NIM.09340032



Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

1.

Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan
oleh wargasipil ?

Bagaimanakah  pertimbangan Hakim terhadap putusan Perkara Nomor:
72/Pid.B/2013/PN.YK. berdasarkan KUHP ?

Sudah sesuaikah Pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan perkara
tersebut ?

Bagamanakah perlakuan terhadap tersangka, apakah sudah sesuai dengan hukum acara
pidana ?

Bagaimanakah cara Hakim dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana
penipuan ?

Menurut Anda, apakah Terdakwa akan jera terhadap hukuman yang diberikan
kepadanya ?

Bagaimanakah penerapan azas perduga tidak bersalah Di Pengadilan Negeri
Y ogyakarta ?

Dalam tindak pidana penipuan terdapat kerugian yang didera oleh korbannya, tentu
dengan nilai yang berbeda. Apakah Hakim dapat menambah hukuman ganti rugi
kepada pelaku ?

Apakah sudah maksimal putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap

perkara Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. ?

10. Masih layakkah penerapan Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam era sekarang

ini ?



11. Apakah ada perlakuan khusus bagi terdakwa penipuan terhadap perkara tindak pidana

?

12. Bagaimanakah penegakan hukum pidanadewasaini ?



Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

1.

Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan
oleh Masyarakat Militer ?

Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap putusan Perkara Nomor: 07-K/PM-I1-
11/AU/2013 berdasarkan KUHP ?

Sudah sesuaikah Pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan perkara
tersebut ?

Bagamanakah perlakuan terhadap tersengka, apakah sudah sesuai dengan hukum acara
pidana ?

Bagaimanakah cara Hakim dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana
penipuan ?

Bagaimanakah penerapan azas praduga tidak bersalah dalam Pengadilan Militer 11-11
Y ogyakarta ?

Menurut Anda, apakah Terdakwa akan jera terhadap hukuman yang diberikan
kepadanya ?

Dalam tindak pidana penipuan terdapat kerugian yang didera oleh korbannya, tentu
dengan nilai yang berbeda. Apakah Hakim dapat menambah hukuman ganti rugi
kepada pelaku ?

Apakah sudah maksimal putusan Hakim Pengadilan Militer 11-11 Y ogyakarta terhadap

perkara Nomor: 07-K/PM-11-11/AU/2013 ?

10. Masih layakkah penerapan Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam era sekarang

ini ?



11. Apakah ada perlakuan khusus bagi terdakwa penipuan terhadap perkara tindak pidana

?

12. Bagaimanakah penegakan hukum pidanadewasaini ?



Daftar Pertanyaan

Bagaimana Peran Komisi Independen Aceh (KIP) dalam Pemilu Aceh ?

2. Bagaimana Penerapan Undang-undang Pemerintahan Aceh terhadap Pemilu di Aceh ?

10.

Apa sgjakah yang menjadi sumber penerapan kuota 120 % terhadap calon anggota DPRA
dan DPRK di Provinsi Aceh ?

Bagaimana kedudukan Hukum Calon Anggota DPRA dan DPRK Kuota 120 % terhadap
Perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum jelaslah bahwa
pengajuan daftar calon (Calon Legidatif) memuat paling banyak 100% (Seratus Persen),
apakah ini berpengaruh pada pencalonan Kuota 120 % berdasarkan Qanun Nomor 3
Tahun 2008 ?

Dengan dikeluarkanya Surat Keputusan KIP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan
Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal
sebanyak-banyaknya 120 % (Seratus Puluh Persen) dari Alokas Kursi Setigp Daerah
Pemilihan bisa menjadi landasan hukum ketika terjadi sengketa PEMILU ?

Dengan adanya Partai Lokal di aceh, apakah ha tersebut mampu menjadi penyalur
aspirasi Masyarakat Aceh ?

Provinss Aceh memilki Peraturan Daerah Sendiri, apakah secara Hirarki telah sesuai
dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia ?

Secara Politis Aceh banyak terdapat mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), apakah hal
tersebut dapat mempengaruhi pemikiran politik Aceh ?

Apakah dalam konteks Ketatanegaraan, Peraturan Daerah Provins Aceh dapat
mempengaruhi perpolitikan di provins lain, atau bahkan terjadi kecemburuan tentang
kekhususan Aceh ?



SURAT BUKTI WAWANCARA

Y ang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Posisi/Jabatan
Alamat

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancaral untuk kepentingan penelitian guna
menyusun skripsi dengan judul:

“Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 %
(Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-
Undangan’

Oleh Saudara:
Nama - Ismanda
NIM : 09340032
Jurusan > 1Imu Hukum
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Universitas . Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Y ogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancaraini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

BandaAceh, Novermber 2013
Pihak Y ang diwawancarai



Y ogyakarta, 25 Desember 2013
Yth:

Bapak Dosen
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu’ alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Faza Nur Saefullah
NIM : 09340099

Prodi - llmu Hukum
Semester : 1X (Sembilan)

Dikarenakan waktu Pekerjaan dan Studi Penelitian Skripsi saya yang begitu padat
menyebabkan terganggunya perkuliahan sebagai mana mestinya. Dengan ini memohon izin

kepada Bapak Dosen untuk memberikan nilai matakuliah ...... .

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya

Faza Nur Saifullah
NIM.09340099




Y ogyakarta, 20 November 2013
Yth:
Dekan Fakultas Syari’ ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Y ogyakarta

Assalamu’ alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Toriq Lugman aziz
NIM : 09340099

Prodi - Ilmu Hukum
Semester : 1X (Sembilan)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi sayayang berjudul:
“Analisa Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak
Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:
72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-11-
11/AU/2013)”

Oleh karenaitu saya ingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada: Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta
Cq Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Setda Provinsi DIY

Di Komplek Kepatihan Danurgjan Y ogyakarta

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr.Wh.
Hormat Saya

Faza Nur Saifullah
NIM.09340099




PROGRAM STUDI ILMU HUKUM P 2
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM ,;*A"a i
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA = 2. - CERT
| ]lr ' Alamat : J. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 M 150 9001
Y ogyakarta 55281 -
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nama Mahasiswa : Faza Nur Saifullah
NIM : 09340099
Pembimbing | : Ahmad Bahigj, SH., M.Hum.
Judul :*“ Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan
Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Y ogyakarta
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Y k. Dan Pengadilan Militer li-11
Y ogyakarta Nomor: 07-K/Pm-li-11/Au/2013)”
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Prodi > llmu Hukum
NO Tanggal Konsultasi Materi Bimbingan Tanda Tangan
ke

Y ogyakarta, 27 Januari 2014
Pembimbing |

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 197506152000031001




PROGRAM STUDI ILMU HUKUM P 2
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM ,;*A"a i
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA = 2. - CERT
| ]lr ' Alamat : J. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 M 150 9001
Y ogyakarta 55281 -
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nama Mahasiswa : Faza Nur Saifullah
NIM : 09340099
Pembimbing | : Ahmad Bahigj, SH., M.Hum.
Judul :*“ Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan
Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Y ogyakarta
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Y k. Dan Pengadilan Militer li-11
Y ogyakarta Nomor: 07-K/Pm-li-11/Au/2013)”
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Jurusan/Prodi > llmu Hukum
NO Tanggal Konsultasi Materi Bimbingan Tanda Tangan
ke

Y ogyakarta, 27 Januari 2014
Pembimbing |

DR. Makhrus, M.Hum.
NIP: 196802021993031003




KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA ERS CERT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM ) 1soson
DID Alamat: J. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,Fax. (0274) 545614
Y ogyakarta 55281
No. :UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319/ 2013 Yogyakarta, 20 November 2013
Hal : Permohonan |zin Penelitian

Kepada:

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Y ogyakarta

Cg. Kepala Biro Administras Pembangunan Setda DI'Y
Di

Y ogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Dengan hormat, yang bertanda tangan di baeah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta memohon izin bagi
mahasiswa kami:

No Nama NIM JURUSAN /PRODI

1 Faza Nur Saifullah 09340099 IImu Hukum (I1H)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis [Imiyah (Skripsi) yang
berjudul “Analisa Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer
dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor:
07-K/PM-11-11/AU/2013)”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu’alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari’ ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA fnay TRt
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA |- 2" CERT

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM "ag,j_;i'“ .~' 1SO 9001
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